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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian serta analisis yang sudah dilaksanakan pada 

bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi Setjen DPR RI dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan persuratan secara elektronik secara 

umum sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan pengolahan 

persuratan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik 

(TNDE) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI. Namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum 

sesuai dengan tujuan penggunaan aplikasi SNIPER. Dibawah ini penulis 

sampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aspek sumber daya manusia 

Pada aspek sumber daya manusia di Bagian keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat beberapa 

Faktor yang belum mendukung pelaksanaan pengelolaan aplikasi 

SNIPER yaitu terbatasnya jumlah tenaga terampil yang bisa menguasai 
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tehnologi informasi. Karena dalam tiap-tiap unit bagian hanya satu 

orang saja yang bisa mengoperasikannya.  

Terdapat pegawai yang belum mendapatkan pelatihan dan kurangnya 

minat ingin belajar dan berkeinginan untuk bisa menggunakan aplikasi 

SNIPER pada pegawai di Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Fraksi Setjen DPR RI membuat tenaga perbantuan dalam pengelolaan 

aplikasi SNIPER akan semakin minim. 

Kurangnya jam pelatihan bagi para karyawan dalam menggunakan 

aplikasi SNIPER juga menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan 

aplikasi SNIPER karena kemampuan menggunakan aplikasi tersebut 

masih diragukan dan jika dipaksakan untuk menggunakan aplikasi 

SNIPER tersebut akan membuat konsep dan tujuan surat berpotensi 

menjadi salah. 

2. Dari aspek sarana dan prasarana 

Pada aspek sarana dan prasarana faktor yang menghambat 

pelaksanaan pengelolaan aplikasi SNIPER seperti tidak didukungnya 

karyawan dengan perlengkapan kerja khususnya komputer, komputer 

menjadi sarana yang paling vital pada pengelolaan persuratan 

menggunakan aplikasi SNIPER. 

Masih disertakannya fisik surat dalam proses persuratan 

mengakibatkan tempat penyimpanan arsip semakin penuh sehingga 



 

68 
 

membutuhkan tempat penyimpanan arsip yang sesuai dengan 

peraturan kearsipan. 

 
3. Dari aspek Kebijakan 

Pada aspek kebijakan pimpinan sudah mensosialisasikan terkait 

pengelolaan persuratan menggunakan aplikasi persuratan namun 

kebijakan tersebut tidak diiringi dengan pengawasan yang baik dan 

belum dilaksanakannya evaluasi pada pengelolaan penggunaan 

aplikasi SNIPER membuat pembagian tugas pada masing-masing 

pegawai tidak seimbang. 

Kurangnya motivasi dan dukungan dari pimpinan juga menjadi faktor 

kebijakan penggunaan aplikasi SNIPER kurang berjalan dengan baik. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan persuratan 

elektronik pada Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi Setjen 

DPR RI sebagai berikut: 

1. Pada aspek Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi Setjen DPR RI perlu segera berkoordinasi 

dengan bagian Diklat dan bagian-bagian terkait agar pegawai yang 

belum bisa menggunakan aplikasi SNIPER dan pegawai yang belum 

mahir menggunakan komputer dapat diberikan pelatihan.  
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2. Pada aspek Sarana dan Prasarana Kepala Bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi Setjen DPR RI perlu segera berkoordinasi 

dengan pimpinan Instansi untuk segera disediakannya kebutuhan 

pendukung seperti komputer serta ruang khusus penyimpanan arsip 

beserta perlengkapannya sesuai standar penyimpanan arsip. 

Penyimpanan sarana dan prasarana dapat berpedoman pada Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arisp. 

3. Pada aspek Kebijakan Kepala Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Fraksi Setjen DPR RI selalu memonitor dan melaksanakan evaluasi 

sesuai pada peraturan yang telah tertera pada Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2021 pada Bagian Ketiga Koordinator 

SPBE Pasal 9 untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan 

pimpinan dapat berjalan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. 

Kepala Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi Setjen DPR RI 

perlu memberi motivasi dan semangat untuk pegawai dilingkungannya 

dan memberi penghargaan bagi para pegawai yang berprestasi agar 

pegawai yang lain ikut termotivasi untuk menjadi lebih baik, serta 

bersikap tegas bagi para pegawai yang kurang menyikapi arahan 

pimpinan dengan memberikan sanksi. 
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